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ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) urban village Complete
Land Parcel Map (PBT) is a potential solution to address urban village boundary
issues. The Land Parcel Map (PBT) contains maps that provide information about
land parcels, including information about land conditions, land use, and land
rights. The administrative boundaries used in the urban village complete mapping
refer to Permendagri Number 45 of 2016 concerning Guidelines for the
Determination and Confirmation of Village Boundaries. The existence of gaps and
overlaps between the available administrative boundaries requires adjustments of
land parcels to an administrative boundary to achieve accuracy close to the actual
boundary. In boundary adjustments, the reference used is the land parcel map
boundary as a comparison in determining the urban village boundary to achieve
the potential of the land parcel map as a boundary.

The objective of this research is to analyze the potential utilization of the
Land Parcel Map from the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program
as a support in establishing urban village boundaries. This research aims to
evaluate the accuracy and suitability of the PTSL Land Parcel Map with field
conditions, identify the benefits and challenges in its use, and gather perspectives
from urban village officials, community leaders, and relevant department officials
regarding the effectiveness of PTSL PBT as an accurate and legitimate
administrative boundary-setting tool. This research employs a qualitative method
with a descriptive approach. This research method is used to answer the formulated
problems for deeper analysis to determine the potential of the land parcel map.

The results of this research found that the Minister of Home Affairs
Regulation No. 45 of 2016 serves as the basis for establishing the administrative
boundaries of the villages in Sleman Regency and is guided by old village maps. In
Minggir District, Sleman Regency, the administrative boundary between
Sendangarum Village and Sendangrejo Village has not been established in a
Regent's Regulation, so the Land Parcel Map (PBT) from the PTSL Program has
the potential to support the accurate establishment of boundaries. Although the
physical condition of the land is dominated by rice fields and yards and there is
land overlap, there are no problems in the field. Agreements in the field have been
reached through the installation of boundary markers during land registration. The
PBT PTSL shows great potential as a support for establishing accurate
administrative boundaries accepted by the relevant parties, despite challenges in
cost and time. The quality of the spatial land data produced by PBT PTSL can help
reduce conflicts and provide clarity on territorial boundaries.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanah Merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani

kehidupan. Permintaan akan tanah terus meningkat sejalan dengan pertambahan
jumlah penduduk yang memerlukan pengembangan area pemukiman, industri dan
perkantoran untuk menampung kebutuhan tempat tinggal dan pekerjaan manusia.
Namun, peningkatan jumlah penduduk ini tidak sejalan dengan pertambahan luas
tanah yang tersedia. Sementara luas tanah di bumi ini cenderung tetap bahkan
menurun. Dampak dari kondisi ini bisa menimbulkan masalah seperti perselisihan
kepemilikan tanah, eksploitasi lahan secara tidak terkontrol dan bahkan kehadiran
sindikat penjualan tanah ilegal (Rahmawati, 2022).

Indonesia masih banyak desa atau kalurahan memiliki batas wilayah yang
tidak jelas atau bahkan tumpang tindih. Hal ini dapat menimbulkan berbagai
permasalahan, seperti konflik antar desa, kesulitan dalam pendataan dan
perpajakan, serta hambatan dalam pembangunan desa. Pemerintah Indonesia
melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan batas wilayah salah
satunya dengan melakukan pendaftaran tanah. Mengenai pendaftaran tanah diatur
dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 19 ayat
(2) UUPA meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah (Ingerti, 2020).
Pendaftaran tanah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
sebagai tugas pemerintah dan pemegang hak, merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk mengatasi masalah pertanahan. Peran pekerjaan pengukuran dan
pemetaan kadastral ini sangat penting karena hasil pengukuran akan menghasilkan
data teknis tentang lokasi, batas dan luas bidang tanah (Sibuea, 2011).

Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dirancang oleh
Kementerian ATR/BPN dengan tujuan untuk mencapai 126 juta bidang tanah yang
terdaftar dan tersertipikasi secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2025. Target

ini kemudian dibagi menjadi 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada



tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta bidang setiap tahun hingga
tahun 2025 (Mujiburohman, 2018). Untuk mewujudkan Indonesia yang terdaftar
secara keseluruhan, langkah pertama adalah meningkatkan kualitas data pertanahan
melalui PTSL. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pendaftaran semua kalurahan
lengkap. Saat kalurahan tumbuh dan berkembang sebagai entitas pemerintahan
otonom, sangat penting untuk memahami batas wilayahnya. Peta Bidang Tanah
(PBT) dari Pengukuran PTSL kalurahan lengkap menjadi elemen krusial dalam
proses identifikasi dan penetapan batas wilayah kalurahan.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai inovasi untuk mencapai
tujuan tersebut, mengubah layanan pertanahan dari yang sebelumnya manual
menjadi berbasis elektronik dengan meningkatkan kualitas data dan melanjutkan
proses pendaftaran tanah hingga program PTSL mencapai pendaftaran tanah yang
lengkap di Indonesia, pertama kali berbasis desa lengkap serta dilakukan perbaikan
data pendaftaran tanah secara simultan. Hasil dari desa lengkap maupun kalurahan
lengkap yang berkualitas dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan
mengurangi permasalahan pertanahan. PBT PTSL kalurahan lengkap merupakan
solusi potensial untuk mengatasi permasalahan batas wilayah kalurahan. PBT PTSL
adalah peta yang menunjukkan batas-batas bidang tanah secara lengkap dan akurat
di seluruh wilayah kalurahan/desa (Mango, 2019). Sedangkan PTSL adalah
program pemerintah yang bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di
Indonesia secara sistematis dan lengkap. Program ini menghasilkan PBT yang dapat
digunakan sebagai dasar penetapan batas wilayah kalurahan (Rahmawati, 2022).

Pemanfaatan PBT PTSL kalurahan lengkap menjadi unsur penting dalam
menetapkan batas wilayah kedua Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan
Sendangrejo. Dengan pertumbuhan populasi dan perubahan dalam tata guna lahan,
penentuan batas wilayah desa merupakan masalah administratif yang signifikan. Ini
juga berdampak besar pada penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur,
dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi potensi pemanfaatan PBT PTSL kalurahan lengkap sebagai dasar
yang akurat dan dapat diandalkan dalam penetapan batas wilayah Kalurahan

Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo. Dalam konteks ini, pemahaman



mendalam terkait integrasi PBT PTSL kalurahan lengkap dalam proses identifikasi
dan penetapan batas wilayah desa menjadi kunci. Melalui eksplorasi potensi
pemanfaatan PBT PTSL kalurahan lengkap, diharapkan dapat ditemukan solusi
yang efisien dan akurat untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam penentuan
batas wilayah kalurahan tersebut.

PBT adalah peta yang menyajikan informasi mengenai bidang tanah,
termasuk kondisi tanah, penggunaan tanah, dan hak atas tanah. PBT merupakan
hasil pemetaan satu atau lebih bidang tanah pada kertas dengan skala tertentu, di
mana batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan
untuk pengumuman data fisik. PBT PTSL kalurahan lengkap merupakan peta yang
menyajikan informasi tentang bidang tanah di seluruh desa/kalurahan, termasuk
informasi tentang kondisi tanah, penggunaan tanah, dan hak atas tanah. Batas
wilayah memiliki nilai strategis yang tinggi, sedangkan batas wilayah administrasi
adalah salah satu komponen penting yang membagi kewenangan dan urusan untuk
mewujudkan ketertiban administrasi di daerah otonom dan desa. Hal ini tidak hanya
terbatas pada titik atau garis yang memisahkan satu wilayah dari wilayah lainnya,
tetapi juga berfungsi sebagai pembatas wilayah kekuasaan pemerintah daerah,
perencanaan tata ruang administrasi pertanahan, serta perizinan pengelolaan
sumber daya alam untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan tata ruang
daerah. Oleh karena itu, garis batas administrasi wilayah tidak boleh memiliki celah
atau tumpang tindih.

Penetapan batas wilayah kalurahan adalah proses untuk menentukan batas-
batas wilayah desa secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati, yang
menjadi dasar untuk menjalankan kegiatan di kalurahan. Proses ini memerlukan
informasi yang akurat dan lengkap, seperti yang terdapat dalam PBT PTSL
kalurahan lengkap. Penegasan batas kalurahan melibatkan penentuan titik-titik
koordinat batas kalurahan, yang dapat dilakukan melalui metode kartometrik atau
survei lapangan, kemudian dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-
titik koordinat batas. (Permendagri Nomor 45 Tahun 2016).

Kalurahan lengkap adalah desa dimana semua bidang tanahnya diukur dan

terpetakan dengan cara yang sistematis. Program PTSL bertujuan untuk mencapai



program Kalurahan Lengkap ini. Untuk menjamin bahwa subjek tetap yakin,
sebelum mengikuti program PTSL, penguasaan tanah harus jelas dimiliki oleh
pemiliknya. Selain itu, untuk memastikan keamanan objek, seluruh tanah harus
dipasang tanda batas, seperti pagar atau patok batas permanen. Kalurahan lengkap
merujuk pada kalurahan di mana seluruh bidang tanah di dalamnya telah terdaftar
dan valid secara spasial maupun tekstual (Rahmawati, 2022).

Pemahaman yang mendalam terhadap PBT PTSL kalurahan lengkap
diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan
pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan tata kelola wilayah desa
secara menyeluruh. Kondisi bidang-bidang tanah yang terletak berbatasan langsung
antara dua desa melibatkan proses pemetaan dan pengukuran secara sistematis
(Syaifullah & Kusmiarto, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, pemanfaatan peta bidang tanah PTSL dalam
potensi penetapan batas antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan
Sendangrejo karena masih belum jelasnya batas wilayah yang akurat. Maka kedua
kalurahan bekerja sama dalam mengumpulkan data bidang tanah, termasuk
sertipikat tanah, peta bidang, dan informasi lain yang relevan dari kantor pertanahan
setempat. Dengan memanfaatkan peta bidang tanah, kedua kalurahan dapat
menentukan batas wilayah dengan lebih akurat dan terpercaya, sehingga
mengurangi potensi konflik dan memastikan kesepakatan yang adil bagi semua
pihak yang terlibat. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh
pengetahuan yang lebih dalam tentang Potensi Pemanfaatan Peta Bidang Tanah
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kalurahan Lengkap sebagai
Pendukung dalam Penetapan Batas Wilayah Kalurahan. (Studi di Kalurahan
Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman),
serta dapat diperoleh rekomendasi yang bermanfaat untuk melakukan penetapan

batas wilayah desa yang lebih akurat.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah potensi pemanfaatan

PBT PTSL kalurahan lengkap sebagai pendukung dalam penetapan batas wilayah
antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo di Kapanewon
Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Bagaimana penentuan batas wilayah Kalurahan Sendangarum dengan
Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana kondisi fisik bidang tanah yang terletak berbatasan langsung antara
dua kalurahan?

3. Apakah garis peta bidang tanah antara bidang-bidang tanah yang terletak
berbatasan antara dua kalurahan dapat digunakan sebagai batas wilayah
kalurahan?

4. Bagaimana pendapat perangkat kalurahan, tokoh masyarakat dan petugas atau
pejabat dari dinas terkait perihal potensi pemanfaatan batas peta bidang tanah
antara kalurahan yang bersebelahan sebagai batas wilayah antar dua kalurahan
tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui ketentuan penentuan batas wilayah Kalurahan Sendangarum
dengan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Mengetahui kondisi bidang-bidang tanah yang terletak berbatasan langsung
antara dua kalurahan.

3. Mengetahui penerapan garis peta bidang tanah antara bidang-bidang tanah
yang terletak berbatasan antara dua kalurahan dapat digunakan sebagai batas
wilayah kalurahan.

4. Mengetahui pendapat perangkat kalurahan, tokoh masyarakat dan petugas atau
pejabat dari dinas terkait potensi pemanfaatan batas peta bidang tanah antara
kalurahan yang bersebelahan sebagai pendukung dalam penetapan batas

wilayah antar dua kalurahan tersebut.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek

praktis
1. Manfaat Akademis
Dari segi akademis, hasil penelitian dapat menjadi sumber literatur bagi
akademisi yang ingin mendalami mengenai pemanfaatan PBT pada
penetapan dan penegasan batas administrasi wilayah. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah mengenai identifikasi Peta
Bidang Tanah dalam penetapan batas antara dua kalurahan yang berbatasan.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan
mengenai potensi peta bidang tanah dalam penetapan batas antara
Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo di Kapanewon
Minggir, Kabupaten Sleman. Penelitian ini dapat menjadi subjek kajian
mendalam untuk berkontribusi dalam berbagai upaya, salah satunya
adalah menentukan potensi penetapan batas untuk mendukung PTSL
kalurahan lengkap.

b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk diadopsi oleh seluruh
kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia, agar potensi
peta bidang tanah dalam penetapan batas antara dua desa yang
berbatasan dapat mendukung PTSL kalurahan lengkap.

c. Bagi pemerintah kalurahan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
pertimbangan dan masukan dalam mendukung penetapkan batas

administrasi wilayah melalui PBT hasil pengukuran PTSL.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil olah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 digunakan sebagai dasar untuk
menentukan batas administrasi wilayah di kalurahan, dengan menggunakan
peta kalurahan lama. Beberapa faktor mempengaruhi penentuan batas
administrasi wilayah, salah satunya adalah belum ditetapkannya peraturan
tentang batas administrasi antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan
Sendangrejo di Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan
bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) PTSL memiliki potensi besar dalam
mendukung penetapan batas wilayah yang akurat.

2. Kondisi fisik tanah di kedua kalurahan, yang didominasi oleh sawah dan
pekarangan, membuat peta bidang tanah sangat berguna dalam memberikan
informasi mengenai kondisi tanah. Berdasarkan peta bidang kedua kalurahan,
terdapat 4 bidang tanah yang tumpang tindih, yang teridentifikasi dari hasil
unduhan persil. Tumpang tindih ini terjadi karena perbedaan dalam cara
penggunaan citra dan penarikan garis. Meskipun demikian, tidak ada masalah
di lapangan karena kedua kalurahan telah sepakat dengan pemasangan patok
batas yang sesuai dengan hasil pendaftaran tanah.

3. Penerapan garis yang berada di antara bidang tanah kedua kalurahan sebagai
batas administrasi yang baik harus mendekati kondisi lapangan dan
mendapatkan persetujuan dari wilayah-wilayah yang berbatasan. Hasil
perbandingan penerapan batas administrasi dari Peta Bidang Tanah (PBT)
PTSL dengan batas yang ada, seperti batas Peta RBI (BIG) dan batas
administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa PBT PTSL
berpotensi menjadi pendukung dalam penetapan batas antara Kalurahan

Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo. Kesamaan bentuk batas dan cara
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penarikan garis yang sesuai dengan ketentuan Permendagri menegaskan
kualitas data spasial pertanahan yang dipengaruhi oleh penggunaan peta bidang
tanah sebagai suplemen batas administrasi.

4. Pendapat dari perangkat kalurahan, tokoh masyarakat, dan pejabat dinas terkait
menunjukkan bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) PTSL memiliki potensi besar
untuk dijadikan dalam mendukung penentuan batas antara kalurahan yang
berbatasan. Menurut pandangan Jogoboyo kedua kalurahan, tokoh masyarakat,
dan dinas pertanahan, PBT PTSL, sebagai produk PTSL, memerlukan
kesepakatan antara kalurahan untuk penentuan batas. Keunggulan PBT PTSL
meliputi akurasi yang tinggi, data terbaru, PBT dibuat melalui proses PTSL
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) memiliki status hukum yang kuat,
serta kemampuannya mengurangi konflik. Namun, kelemahan PBT PTSL
adalah biaya dan waktu yang cukup besar. Selain itu, peta bidang tanah tidak
memetakan batas jalan atau sungai karena berbasis pada bidang tanah

individual.

B. Saran
Berdasarkan hasil olah penelitian yang telah dilakukan, teridentifikasi

beberapa keterbatasan yang dapat menjadi poin-poin saran bagi penelitian

mendatang, pihak pemerintah daerah, dan perangkat kalurahan. Penelitian ini

memiliki beberapa keterbatasan terkait batas administrasi wilayah yang perlu
diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut meliputi:

1. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang
dalam implementasi PBT PTSL sebagai pendukung penetapan batas wilayah
dengan menggunakan wawancara dan data spasial, namun tidak
mempertimbangkan aspek yuridisnya. Untuk penelitian mendatang, disarankan
untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi
PBT PTSL dari segi yuridis guna memperoleh data yang lebih komprehensif.
Selain itu, kembangkan dan uji metode baru dalam pemetaan dan penetapan
batas wilayah yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Langkah ini akan

membantu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks hukum
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dan regulasi yang memengaruhi fenomena yang diteliti, serta konsekuensi yang
ditimbulkannya dalam konteks kebijakan dan administrasi.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan penentuan batas
administrasi yang sesuai dengan batas bidang tanah terkait. Ini sangat penting
untuk mengoptimalkan penggunaan PBT PTSL dalam mendukung kegiatan
pemetaan dan penetapan batas wilayah kalurahan yang akurat. Selain itu,
disarankan untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada
petugas terkait agar dapat mengoptimalkan penggunaan PBT PTSL secara
efektif. Alokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk
mendukung kegiatan pemetaan dan penetapan batas wilayah, sehingga proses
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Pemerintah Kalurahan perlu berpartisipasi aktif dalam proses pemetaan dan
penetapan batas wilayah, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini
dengan memanfaatkan data dari PBT PTSL dalam pengelolaan administrasi
pertanahan dan penyelesaian konflik batas wilayah. Disarankan untuk
melakukan pelaporan dan monitoring secara berkala guna memastikan bahwa
batas wilayah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu,
penting juga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan
Nasional (BPN), dan dinas terkait lainnya untuk memastikan akurasi dan

legitimasi batas wilayah yang telah ditetapkan.
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